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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tpHtang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera ~~latan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan

Daerah ten tang Organisasi dan Tata Kerja S~ituan Polisi
Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;

jabatan struktural, sehingga perlu diadakan penyesuaian

terhadap struktur organisasi, tugas dan Iungsi Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;

rungsi dan
di bidang
eselonisasi

2010 tersebut adanya penambahan tugas,
wewenang Satuan Polisi Pamong Praja
perlindungan masyarakat dan peningkatan

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, yang menjadi dasar

pembentukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005
tentang Pernbentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Surnatera Seiatan, telah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan
Pemerintah Nornor 6 Tahun 2010 ten tang Satuan Polisi

Parnong Praja;

GUBERNURSUMATERASELATAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PEM6ENTUKANORGANISASIDANTATAKERJA
SATUANPOLISIPAMONGPRAJAPROVINSISUMATERASELATAN

TENTANG

PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN

NOMOR 12. TAHUN2012
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nornor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5094);

tentang

RepublikPemerintahan Daerah (Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nornor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nornor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Surnatera Selatan.
5. Satuan Polisi Parnong Praja yang selanjutnya disingkat

Satpol PP adalah bagian dari perangkat daerah Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan dalam penegakkan peraturan
daerah, penyelenggaraan ketertiban urnum dan
ketenterarnan masyarakat serta perlindungan masyarakat.

6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpoi PP sebagai
aparat Pemerintah Provinsi dalam penegakkan peraturan
daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenterarnan masyarakat serta perlindungan masyarakat.

BAB1
KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASIDANTATAKERJA SATUANPOLISI PAMONG
PRAJAPROVINSISUMATERASELATAN.

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH
PROVlNSISUMATERASELATAN

dan
GUBERNURSUMATERASELATAN

MEMUTUSKAN:

Dengan Persetujuan Bersama

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
ten tang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 590);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
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(1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang

penegakkan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat.
(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur melaJui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satpol PP Provinsi.

BAB IJ
PEMBENTUKAN,KEDUDUKAN,TUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal2

Selatan.

9. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah

suatu kcadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah

provinsi dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya

dengan tenteram, tertib dan teratur.

10.Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis

dimana warga masyarakat dislapkan dan dibekali

pengetahuan serta keterarnpilan untuk melaksanakan

kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan

memperkecil akibat bencana, serta ikut mernelihara

keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,

kegiatan sosial kemasyarakatan.

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan.

8. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sumatera
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DaIam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Satpol PPmempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur,
penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman

masyarakat serta perlindungan rnasyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan

Peraturan Gubemur;
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat;
d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah

dan Peraturan Gubemur serta penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian

Negara Republik indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

dan Zatau aparatur lainnya;
f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan

hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubemur; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya meliputi :

1. mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah serta
kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Peraturan
Daerah;

2. membantu pengamanan dan pengawalan tamu WIP
termasuk pejabat negara dan tamu negara;

8agian Keempat
Fungsi
Pasa15

Satpoi PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah,

menyeienggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat.

8agian Ketiga
Tugas
Pasal4
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masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran atas Peraturan Daerah danj atau Peraturan

Gubernur.

terhadap wargae. melakukan tindakan administratif

c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan

perlindungan masyarakat;

d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga

masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga

melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Zatau

Peraturan Gubernur; dan

b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum

yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman

rnasyarakat;

PolisiPamong Praja berwenang :

a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap

warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang

melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau

Peraturan Gubernur;

BAB HI
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal6

penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan
yang berskala massal; dan

6. pelaksanaan tugas pernerintahan umum lainnya yang
diberikan oleh Gubernur sesuai dengan prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. pelaksanaan pengarnanan dan penertiban aset

Pemerintah Provinsi;

4. membantu pengamanan dan penertiban

penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan

umum kepala daerah;

5. membantu pengamanan dan penertiban
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(1)Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :

a. Kepala Satuan ;
b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Program;
2. $ubbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

BABJV
SUSUNANORGANISASI

Pasal9

Dalarn melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja wajib :

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi
manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan
berkembang di masyarakat;

b. mentaati disipJin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi
Pamong Praja;

c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat
yang dapat mengganggu ketertiban umurn dan
ketenteraman masyarakat;

d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak
pidana; dan

e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas
ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran
terhadap Peraturan Daerah darr/atau Peraturan Gubernur.

Pasal8

(1)Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana
serta fasilitas lain seperti pakaian dinas dan perlengkapan
operasional, sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3)Hak atas sarana, prasarana dan fasilitas lain serta
tunjangan khusus akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 7

- 7-



.~ ,I' •1I'T~""""""'II 'I

(1)Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur.

BABVI
KEPEGAWAIAN

Pasalll

( 1) Kepala Satpol PP adalah jabatan struktural eselon ILa.
(2)Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural

eselon lILa.

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan
struktural eselon IV.a.

BABV
ESELONISAsr

PasailO

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat, membawahi:

1. Seksi Operasi dan Pengendalian;

2. Seksi Kerjasama.

e. Bidang Sumber DayaAparatur, membawahi :

1. Seksi Pelatihan Dasar;

2. Seksi Teknis Fungsional.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :

1. SeksiSatuan Perlindungan Masyarakat;

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

g. KelompokJabatan Fungsional.

(2)Bagan susunan organisasi Satpol PP adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah,

membawahi:
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(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas

melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang

keah1iannya berdasarkan peraturan perundang

undangan.

(2) Kelompokjabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Kelompokjabatan fungsional terdiri atas :

a. tenaga fungsional PolisiPamong Praja; dan

b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam

beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan

bidang keahliannya.

(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang ditunjuk.

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal12

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala

Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubemur atas usul

Kepala Satpol PP melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pengangkatan, pemberhentian dan pengisian jabatan

struktural dan fungsional sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan

diangkat dari pejabat danfatau pejabat fungsional di

lingkungan Satpol PP.
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(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2005
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah
ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan
ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur .

1,BABX
KETENTUANPENUTUP

Pasal 16

Segala biaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Satpol PP dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BABIX
KEUANGAN
Pasal15

(1)Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing,
mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan,

(2)Apabila terjadi penyimpangan pimpinan satuan organisasi
dapat mengambillangkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol PP wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan secara berkala tepat pada
waktunya.

Pasal 14

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
baik secara vertikal maupun horizontal, yang pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
TATAKERJA
Pasal 13
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Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 Agustus 2012

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Aguatus 2012

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pacta tariggal
diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lernbaran Daerah Provinsi $umatera Selatan,

Pasal17
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